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KATA PENGANTAR

anskap bukan sekadar bentang alam yang kita lihat setiap
L hari, tetapi juga cerminan dari kebijakan, peradaban, dan

strategi pembangunan yang diterapkan oleh sebuah
bangsa. Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa,
menghadapi tantangan besar dalam mengelola lanskapnya secara
berkelanjutan. Bagaimana kita menyeimbangkan pertumbuhan
ekonomi dengan kelestarian lingkungan? Apa kebijakan yang
telah dan akan diterapkan untuk memastikan bahwa

pembangunan berjalan seiring dengan konservasi?

Buku ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan tersebut. "KEBIJAKAN LANSKAP DI INDONESIA:
PRINSIP, TANTANGAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN" mengupas tuntas dinamika kebijakan lanskap
dari masa kolonial hingga era modern, dengan menyoroti
berbagai regulasi, tantangan implementasi, serta strategi inovatif
yang dapat diterapkan.

Dengan pendekatan berbasis data dan studi kasus nyata,
buku ini menawarkan wawasan yang tidak hanya relevan bagi para
akademisi dan pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat
luas yang peduli terhadap lingkungan. Melalui buku ini,
diharapkan kita dapat memahami bahwa kebijakan lanskap bukan
hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga bagian dari peran
kita sebagai warga negara dalam menjaga keberlanjutan bumi
yang kita tinggali.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga
buku ini menjadi referensi yang bermanfaat dan menginspirasi
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berbagai pihak untuk terus berinovasi dalam pengelolaan lanskap
Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Penulis
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